A

pembuatan perjanjian kawin selama perkawinan ini mendapat perlindungan
hukum yang lebih kuat mengenai hal tersebut

Perlunya sosialisasi mengenai perjanjian kawin yang dapat dibuat
selama perkawinan, baik mengenai status kedudukan harta yang telah
terbentuk sebelumnya maupun mengenai pertanggungjawaban terhadap

pihak ketiga terkait perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan.
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